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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBEtUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR r0 TAHUN 2021 

TE:NTANG 
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANG�r. HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

YANG BERSUMBER DARl ANGGA�
IN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMATjTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR sbMATERA SELATAN, 

Menimbang bahwa untuk melaks4akan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 63j Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, 
Pensiunan, Penerima I Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 
2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis 
Pemberian Tunjanganj Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang , 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat l .  Pasal 18 ayat (6J Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1445; 

2. Undang-Undang NJmor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I slunatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1bs9 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesialNomor 1814); 

3. Undang-Undang Nbmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaranl Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); j 

4. Undang-Undang Nqmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaranj Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambaitan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); j 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaranj Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); I 

6. Undang-Undang N?mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaranl Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambhhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebaiaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Urtdang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran NJgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan 1mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
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7. Peraturan Peme
I

·' tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola.an Keu gan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :i.019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiJ Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerin{ah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari R

r
ya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2021 (Lem�aran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 108, Tambklhan Lembaran Negara Republik Indonesia ' 
Nomor 6682); I 

9. Peraturan Menteri pa1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Pro1uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan kenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahanl atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tehtang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

I 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis 'ngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesiai

Tahun 2020 Nomor 1781); 
! 

11. Peraturan Daerah iNomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuapgan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan jTahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

j 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Thhun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

j 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2014 Nomotj 14); 

I 
12. Peraturan Daerah 7omor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran DaeraJ Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 
Nomor 14) sebagaihiana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2oko tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

I Nomor 14 Tahun po16 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah 

! 
Provinsi Sumatera 

r
elatan Tahun 2020 Noroor 3); 

13. Peraturan Daerah INomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan I Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 
14). I 

I 
l --· 
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14. Peraturan Gubern Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelol an Keuangan Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan (Berita Da

r
rah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 

Nomor 23 Seri E sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan 

1
eraturan Gubemur Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Perubah� Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Da�rah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 
Nomor l}; I 

15. Peraturan Gubernlr Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendaplttan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerl:th Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 
Nomor 67), seba

t
aimana telah diubah, dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubern Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

j 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerl:ih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 
Nomor 3); I 

ME,UTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN GUB�RNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARJI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
BERSUMBER DARII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH. 

BAB I 

KETE TUAN UMUM 

·1�asal 1 

Dalam Peraturan GJbernur ini, yang dirnaksud dengan: 
I 

1. Provinsi adalah ,rovinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah ProJi

l

·nsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan. 

3. Gubernur adala1j Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Wakil Gubemur
t

dalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan. 

5. Dewan Perwakil Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah 'ewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatar. 

6. Pegawai Negeri �ipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Aparatfr Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumateta Selatan. 

7. Calon Pegawai �egeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, 
adalah Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di ling)rungan 
Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

8. Pegawai Pemerin!a.h dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya 
disingkat PPPK !dalah Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian 
Kerja di Lingkunkan Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

1 -- . .. 

Hr 
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9. Penerima Tunja!ngan adalah warga negara yang memenuhi 
persyaratan te��tu untuk menerima penghargaan dan/ a tau 
penghormatan I dari negara dalam bentuk pemberian 
Tunjangan ses

l
ai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

10. Hari Raya adala.h Hari Raya Idul Fitri. 

I BAB II 

TEKNI� PEMBERIAN 

P · tah Pr · 
I 

Pasal

b

2
rik 

T · H · R d G 
.. emenn ovms¼ mem e an unJangan an aya an aJ1 

Ketiga Belas Tahunl 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima 
Tunjangan. 

Pasal 3 

(1) Aparatur Negar

l

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
atas: 

a. PNS dan/ ata CPNS; 

b. PPPK. l 
(2) Aparatur Negarai termasuk : 

1. Gubernur dafl Wakil Gubernur; 

2. Pimpinan dJ Anggota DPRD; 

3. Pimpinan Ba�an Layanan Umum/Badan Layanan Umum 
Daerah. I 

(3) Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi 
Daerah yang m¢nerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 

. . 

. Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-und4Ilgan. 

Pasal 4 

Tunjangan Hari qaya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada PNS dalam ha!: 

a. sedang cuti di 1Jar tanggungan negara; atau 

b. sedang ditugasJan di Juar instansi pemerintah baik di dalam 
�egeri _maupunJ di luar negeri yang gajinya dibayar oleh 
1nstans1 tempat �enugasan. 

Pasal 5 

(1) Pegawai Non-P€gawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 11arus rnemenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Warga Negar� Indonesia; 

b. pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah 
j 

melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan 
terus menenls paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak 
pengangkati atau penandatangan Pei:janjian Kerja; 
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c. pendanaan belanja pegawai dibebankan Anggaran 
Pendapatan d Belanja Daerah; 

d. diangkat ole pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau 
telah menandatangani Perjanjian Kerja sesuai dengan 
ketentuan pe{aturan perundang-undangan. 

(2) Dalam ha! Pegarai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum 
melaksanakan ti.gas pokok organisasi secara penuh dan terus 
menerus paling 

I 
singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila: 

!ah Id . . . . k . d . b a. te menan atangan, perJanJ1an erJa engan peJa at 
l 

yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-u\i.angan dan dalam perjanjian kerja dimaksud 
telah dinyat�an berhak menerima Tunjangan Hari Raya 
dan/atau Ga)i Ketiga Belas; atau 

b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/ a tau 
Gaji Ketiga 

1

1 Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan pe.raturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari aya dan Gaji Ketiga Belas bagi : 

a. PNS, PPPK da'n Pejabat Negara terdiri atas : 

1. gaji pokokl 

2. tunjang· keluarga; 

3. tunjangan pangan; dan 

4. tunjanganijabatan atau tunjangan umum. 

sesuai jabatann}a dan/ atau pangkatnya; 

b. CPNS, terdiri tas : 

l. 80 % (dela an puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

2. tunjangan keluarga; 

3. tun�ang
j 

pangan; dan 

4. tunJangan, umum. 

Sesuai jabatann a dan/atau pangkat golongan/ruangannya ; 
dan 

c. Pimpinan d Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, pa.iµig banyak sebesar akumulasi dari uang 
Representasi{ Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan 
Pimpinan dap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yarg mengatur hak keuangan dan administrasi 
Pimpinan d Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi; 



' 

12) P,mberian TJan:�n Hari Raya s,bagaimana dimak,ud 
dalam Pasal 2 ,  �iberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan 
pada bulan AprJ Tahun 2021. 

(3) Pemberian Gaji Ketiga Betas sebagaimana dimaksud dala.m 
Pasal 2 ,  diberikan sebesar penghasilan I (satu) bulan pada 
bulan Juni Tahun 2021. 

(4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 
2021 sebagaimlna dimaksud pada ayat (1) belum dapat 
dibayarkan, 1'unjangan Hari Raya dapat dibayarkan setetah 
tanggal Hari Ra�a. 

(5) Dalam hat pengnasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belurn dapat 
dibayarkan, Gaji Ketiga Betas dapat dibayarkan setetah bulan 
Juni. 

(6) Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-PNS diberikan 
sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan. 

Pasal 7 

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 
hari kerja sebclur tanggal Hari Raya. 

(2) Gaji Ketiga Bela5i dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. 

Tunjangan 
Tunjangan 
Tunjangan 
undangan. 

•,9a�,£. 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas bagi Penerima 
sebesat tunjangan yang diterima oteh Penerima 
sesuai I dengan ketentuan peraturan perundang-

�asal 9 

Pembayaran TunjJngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Per�gkat Daerah (DPA-SKPD) di Lingkungan 
Pernerintah Provinst Surnatera Selatan, bagi: 

1.  Gubernur dan Wakil Gubernur; 

2. Pimpinan dan Akggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

3. Pimpinan Bada.b Layanan Umum Daerah; 

4.  PNS dan Calon �NS yang bekerja pada instansi daerah; 

5. PPPK yang bekerja pada instansi daerah; 

6. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas 
pada instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah 

j 
daerah yang my11erapkan pola pengetolaan keuangan Sadan 
Layanan Umurri Daerah. l1c--
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BERITA DAERAH PROVlNSI S '. ATERA SELATANTAHUN 2021 NOMOR 10

I

H. HERMANDERU

Ditetapkan eli Palembang
pada tanggal 71 Mei2021

rUBERNUR SUMATERASELATAN'r

DR. H. NASRUNUMAR

SEKRETARISDAERAH
PROVINSISUMATERASELATAN~

f1h

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei202 i

BABIV

KETE TUAN PENUTUP

Pasall1

Peraturan Guber ur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agarsetiap orang engetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah ProvinsiSulnatera Selatan.

Pemberian Tunj Raya dan Gaji Ketiga Belas

dilaksanakan den an memperhatikan kemampuan keuangan
daerah serta me ..pedomani ketentuan peraturan perundang
undangan,

PasallO

KETEN\ UAN LAIN-LAIN

BABIII
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